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1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin canggih dan global kini, membuat persaingan di
dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif
dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang
sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran
secara Online. Sistem pemasaran Online pada dasarnya menggunakan satu atau
lebih media periklanan misalnya melalui, instagram, E-commerce, web,
facebook, dan lain-lain.

Perdagangan Online biasanya kita menggunakan nama Online shop
sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang
dagangan yang ditawarkan bermacam-macam ada elektronik, baju-baju,
assecoris, bahkan perawatan kecantikan pun di jual disini. Kita sebagai
Konsumen tinggal ikut dalam group Online shop tersebut dan bila berminat
tinggal langsung pesan, transfer dan barang segera dikirim ke alamat Kita.
Dengan sistem penjualan Online shop, maka konsumen tidak usah lagi susah
payah untuk memilih barang yang ingin dibelinya, hanya berbekal handphone
konsumen dapat memilih dan membeli barang yang di inginkannya sesuai
dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tanpa repot-repot harus
datang secara langsung ke tempatnya yang kemungkinan sangat jauh dari
kediaman kita.

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru
dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup

Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen



menjadi hal yang sangat efektivitas perkembangan dan penerapan teknologi
tersebut di tengah masyarakat. Sebaliknya Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang
sifatnya fisik belum kepada virtual/maya. Transaksi perdangan melalui media
elektronik atau lazim disebut Electronic Commerce menyisakan berbagai
permasalahan yang belum ada pengaturannya. Electronic Commerce terbentuk
dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing
sub sistem tersebut memiliki permasalahnya masing-masing. Dampak negatif
dari ecommerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam
hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidaksesuai dengan produk yang
ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran,ketidaktepatan waktu menyerahkan
barang atau pengiriman barang dan hal — hal lain yang tidak sesuai dengan
kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, bagi produsen, banyaknya jumlah
orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk
mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli
yang sesungguhnya atau bukan. Masalah perlindungan konsumen dalam e-
commerce merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa
karakteristik khas e-commerce akan menempatkan pihak konsumen pada
posisi yang lemah atau dirugikan.

Namun kekurangan dari Online shop ini sendiri adalah bahwa konsumen
tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan
dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi atas barang yang terdapat dalam group
Online tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara
Online tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen

setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak



sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam Online shop. Pencantuman
informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara
penggunaan, dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang

dapat merugikan konsumen.

Jumlah Laporan Penipuan Online per Tahun
2.000
1.800

1.600

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200

0

2016 2017 2018 2019 2020

Laporan
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Penipuan online merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak
dilaporkan. Sejak Januari hingga September 2020, penipuan online berada di
posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut.
Sejak 2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus penipuan online
dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap
tahunnya.

Teknologi informasi atau Information Technology (IT) telah mengubah
masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru,
serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.5
Salah satu bagian yang paling berkembang dari bidang teknologi informasi

adalah internet. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih



luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya
dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.’

Namun, banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan E-
commerce seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tata Tertib Niaga Widodo?, bahwa banyak kasus perdagangan melalui situs
dalam jaringan atau electronic commerce (E-commerce) sampai akhir bulan
Februari tahun 2018 yaitu, Kementerian Perdagangan menerima 34 keluhan
yang pada umumnya dari calon pembeli telepon seluler serta produk elektronik
lainnya yang melakukan transaksi Online. Bahkan ada beberapa kecurangan
yang ditemui dalam transaksi jual-beli Online. Pertama, lamanya waktu
pengiriman barang yang tidak sesuai yang dijanjikan. Kedua, barang tidak sesuai
ketentuan. Ketiga, barang tidak bisa dikembali-kan jika rusak. Keempat,
pengembalian uang yang memakan waktu lama.
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! Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi
Informasi (Refika 2005) hal 169.

2 Kata Data, <https://katadata.co.id/berita/2016/02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-
e- commerce> diakses 4 April 2018. My Sophie online, syarat dan ketentuan, http://mysophie-
online.blogspot.com/p/syarat-dan ketentuan.html, diakses tanggal 21 Desember 2021 pukul
17.00 WIB.
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Sumber :Kominfo

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut
menunjukkan bahwa angka penggunaan internet di Indonesia selama pandemi
memang meningkat hingga kisaran 40 persen. Peningkatan itu tak lain
disebabkan oleh kebijakan social distancing yang membuat warga bekerja,
belajar, dan melakukan berbagai aktivitas lain dari rumah lewat sambungan
internet. Pusat penggunaan internet juga bergeser, dari tadinya berada di
lingkungan perkantoran, kini menjadi lebih banyak di wilayah pemukiman.
Pemakaian internet di daerah tertinggal turut naik sebesar 23 persen.?

Kedudukan e-commerce dalam hukum Indonesia adalah terletak dalam
bidang hukum perdata sebagai bagian dari hukum perjanjian, sehingga berlaku
pula Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni,
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUH Perd. 28, 1312 dst)
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUH Perd. 1329 dst.)
3) Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) dan
4) Suatu sebab yang tidak terlarang (KUHPerd. 1335 dst.)
Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat

syarat yang terdapat dalam Pasal 1320

3 Putri Zakia Salsabila , Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi,
https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-
lipat-selama-pandemi diakses pada 21 Desember 2021



KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Adanya objek tertentu, dan

4. Adanya sebab yang halal

Permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual
beli melalui media elektronik atau E-commerce mempunyai resiko yang cukup
besar. Khusus dalam sistem perdagangan yaitu mengenai pembayaran misalnya
ada resiko yang timbul karena pihak konsumen biasanya memiliki kewajiban
untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (advan-ced payment), sementara
ia tidak bisa melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak
adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai
pesanan.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 2019, jenis
kejahatan siber yang paling umum terjadi merupakan penipuan. Adapun
beberapa saluran yang digunakan oleh penipu yakni berupa email, situs web,
media sosial dan telepon. Total kerugian yang disebabkan oleh penipuan email
pada 2019 dilaporkan lebih dari Rp 144 miliar, sedangkan total kerugian
penipuan melalui situs web e-commerce sebesar Rp 73 miliar.*

Seperti salah satu contoh kasus seperti yang dialami seorang pelanggan
bernama Chandra M. Warga Kulon Progo itu menjadi korban saat membeli
telepon seluler atau ponsel senilai Rp 3,6 juta. Kasus itu ia laporkan ke pihak

kepolisian. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual-

4 https://www.republika.co.id/berita/r29bco457/kerugian-akibat-penipuan-ecommerce-
capai-rp-73 miliar. diakses tanggal 5 Maret 2022 pukul 18.00 WIB.
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beli di Facebook. Salah satu merchant menawarkan ponsel POCO C3 NFC
dengan harga murah. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan.
Transaksi terjadi dan tak lama kemudian Chandra menerima pesanannya. Nahas,

barang yang ia terima hanya kardus kosong.®

Beli & Xiaoeri Official Shopee isiniya kosong

Pembeli telah komplain baik ke store maupun ke ecommerce, namun tak
ditanggapi dengan baik. Menurut pembeli, ia juga telah mengirim video
unboxing namun tetap tak digubris. Seller yang official pun tidak ada asuransi
pengirimannya. Saat melakukan komplain, balasan dari ecommerce juga

normatif. Maka dari itu pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian.

P —————————————

ingin menerima sesuai hak yang

saya beli, saya beli jutaan masak di
kasih kardus kosong entah itu salah
B diexpedisi atauapa... mohob dibantu

Mohon maaf banget kak, aku mengerti
perasaan kaka saat ini, dan aku paham
kaka pasti khawatir sekarang. Namun
terkait kendala kaka ini seperti info dari
floor supervisor kita sebelumnya yah ka,
bahwa pesanan sudah dikirimkan sesuai
dan sudah di timbang juga beratnya
sebelum dikirimkan yah ka.

Untuk lampirannya sesuai info di atas yah
ka, dan pada video unboxing terlihat paket
diterima dalam kondisi baik tidak ada
bagian yang terbuka ataupun repacking dan
segel yang diterima juga masih utuh. Sekali
lagi kita minta maaf yah ka

mungkin, Ada lagi yang bisa aku bantu kak?

Sumber : hits.suara.com

5 https://bisnis.tempo.co/read/1493562/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-
hingga-beli-hp-yang-datang-kardus?page_num=3 diakses tanggal 5 Maret 2022 pukul 18.00
WIB
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Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Aji Warsito sebelumnya mengatakan pengaduan untuk belanja online
meningkat selama pandemi Covid-19. Selama semester pertama tahun 2020,
Warsito mengatakan jumlah aduan yang berkaitan dengan belanja online tercatat
sebanyak 51 pengaduan. Dari jumlah tersebut, Warsito mengatakan ada
kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. "Dari jumlah pengaduan
belanja online sebetulnya ada peningkatan dibanding laporan akhir tahun 2019
yang hanya 34 pengaduan yang masuk. Saya kira nanti sampai akhir tahun
jumlah tersebut akan meningkat.

Pencantuman klausa baku berupa pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha untuk menerima return atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan
spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat merugikan bagi konsumen.
Salah satu contoh klausa baku tersebut adalah sebagai berikut:®

Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat ditukar atau

dikembalikan, jadi pastikan barang yang akan dipesan sesuai dengan

keinginan dan ukuran anda sebelum mengirim sms kepada kami

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak
mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf g Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban
memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan

® My Sophie online, syarat dan ketentuan, http://mysophie- online.blogspot.com/p/syarat-
dan ketentuan.html, diakses tanggal 21 Desember 2021 pukul 17.00 WIB.
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menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau

jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, tidak sesuai spesifikasi barang yang diterima dengan

barang yang tertera dalam Online shop penawaran barang merupakan bentuk

pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan

barang. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk melakukan

gugatan atau mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah

dilakukan oleh pelaku usaha.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli
barang secara Online sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen?

2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan konsumen dikarenakan barang tidak
sesuai pesanan?

3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengantisipasi jual beli secara Online

terkait barang tidak sesuai pesanan?



1.3 Kerangka Pemikiran

Dasar Hukum Latar Belakang Masalah
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 e Jual Beli Online (E-Commerce)
tentang Perlindungan Konsumen e Berdasarkan pasal tersebut, tidak sesuai spesifikasi barang yang

A 4

diterima dengan barang yang tertera dalam Online shop
penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan/atau
larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang

l

Hak Konsumen

l

Barang yang diterima konsumen
tidak sesuai dengan diskripsi barang
yang terdapat dalam Online shop.

l

Identifikasi masalah

\4

Wanprestasi
Upaya Perlindungan l
Konsumen terhadap barang e Badan Penyelesaian Sengketa
yang diterima tidak sesuai > Konsumen (BPSK)
dengan diskripsi yang e Ganti Rugi

terdapat dalam Online Shop

Analisa Penelitian

A 4
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Hasil penelitian

Kesimpulan dan Saran

Sumber: Peneliti 2022

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah Undang Undang No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai kerangka utama
dikarenakan untuk mendasari adanya masalah yang timbul dalam transaksi Jual
Beli Online. Masalah tersebut sangatlah merugikan bagi hak-hak konsumen
dimana jual beli tersebut, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi
yang terdapat dalam penawaran Online shop. Oleh karena itu menghasilkan
suatu rumusan masalah yaitu bagaimana uapaya perlindungan hukum bagi
konsumen ketika barang yang dipesan tidak sesuai.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya
tulis ini sanngat dirasa perlu menetapkan tujuan dan manfaat penulisannya.
1.4.1 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisanadalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli
barang secara Onlinet sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.
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Untuk mengetahui dan memahami upaya konsumen dalam mengahadapi
barang tidak sesuai pesanan.
Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan

jual beli secara online terkait barang tidak sesuai pesanan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoretis

Diharapkan penulisan yang dilaksanakan penulis ini akan berguna untuk
menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum Perlindungan Konsumen dan perniagaan elektronik.

Manfaat Praktis

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK)

Semarang melalui sebuah penelitian hukum.

3. Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah
dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis, yang
diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi
kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK)
Semarang dan alamamater, serta pihak lain yang berminat atau

berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada

khususnya.
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1.5 Sistematika Penulisan
BAB |. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika
penulisan.
BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menyajikan mengenai tinjauan pustaka sebagai teori,
doktrin, atau pendapat sarjana kajian berdasarkan ketentuan yang berlaku,
terkait dengan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Pembelian Online Yang Tidak Sesuai Pesanan
Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
BAB Il1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian,
sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode
penyajian data, dan metode analisis data.
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Bab ini menjelaskan gambaran hasil analisa terhadap permasalahan
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Pembelian Online Yang Tidak Sesuai Pesanan Berdasarkan UU No 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana dari Bentuk
Perlindungan konsumen, Upaya Konsumen dikarenakan barang tidak
sesuai pesanan dan Upaya Pemerintah dalam mengantisipasi barang tidak
sesuai pesanan

BAB. V. PENUTUP

13



Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah
diuraikan sebelumnya, serta berisi tentang saran-saran sebagai

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
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